PUTUSAN 


Nomor : 506 PK/Pdt/1999 


DEMI KKADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 
MAHKAMAH AGUNG 
memeriksa permohonan peninjauankembali telah 
mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara 
JALALUDDIN MUHAMMAD, bertempat ting- 
gal di Desa Uteun Gathom, Kecamatan 
Peusangan, Kabupaten Aceh Utara, 
yang dalam hal ini diwakili oleh 
kuasanya : M. ALI AHMAD, SH. dan 
kawan-kawan, para Pengacara pada 
Yayasan Penyluhan dan Bantuan Hukum 
"DOKTRIN PERSADA", berkantor di 
Jalan Gajah No.45 Bireuen, Aceh 
Utara, berdasarkan surat kuasa 
khusus tanggal 1 April 1999 : 
Pemohon peninjauankembali, dahulu 
Penggugat : 
Melawan : 
GD KEPALA DESA UTEUN GATHOM, bertem- 
pat tinggal di Uteun Gathom, 
Kecamatan Peusangan, Kabupaten 
Aceh Utara j 
2. M. AMIN HASAN, Kepala Desa Uteun 
Gathom, Kecamatan Peuganganm 
Kabupaten Aceh Utara j 
Para Termohon peninjavankembali, 
dahulu para Terggugat j 
Mahkamah Agung tersebut j 
Menimbang, bahwa dari surat-surat yang her- 


sangkutan ternyata Pemohon peninjauankembali dahulu 





sebagai Penggugat telah mengajukan permohonan 
peninjauankembali terhadap putusan Pengadilan 
Negeri Breuen tanggal 5 Nopember 1998 No.29/Pdt.G/ 
1998/PN.Bir. yang telah berkekuatan hukum tetap, 
dalam perkaranya melawan para Termohon peninjauan - 
kembali dahulu sebagai para Tergugat dengan posita 


perkara sebagai berikut 


bahwa Penggugat mempunyai satu persil tanah 
kebun rumah yang dibeli/diperoleh dengan cara 
pembelian berdasarkan 
- Surat Keterangan Jual Beli tanggal 14 April 1998, 
yang dibeli dari Fauzzi Syekh Ramli : 
- Akte Jual Beli, yang dibeli dari Ahmad H. Ubit 
tanggal 9 Juni 1981 : 
- Akte Jual Beli, yang dibeli dari Ramli H.U. : 
Dan kebun-kebun tersebut telah dijadikan satu 
persil, sehingga berukuran dan berwatas sebagaimana 
tersebut dalam gugatan : 
bahwa pada tanggal 22 Mei 1998, oleh para 
Tergugat baik secara pribadi maupun dalam kapasi- 
tasnya sebagai Kepala Desa telah melakukan perampa- 
san atas sebahagian kebun Penggugat tersebut yaitu 
sebanyak 3 x 42,50 meter, untuk membuat jalan tanpa 
musyawarah dan tanpa persetujuan dari Penggugat, 
sehingga Penggugat dirugikan : 
bahwa para Tergugat merencanakan akan menga- 
dakan gotong royong kembali untuk memperluas jalan 
tersebut dengan membongkar gudang, sehingga akibat 
perbuatan para Tergugat tersebut, Penggugat akan 


dirugikan, dimana gudang tersebut adalah gudang 


penyimpanan padi dan pinang, dan gudang tersebut 


telah dibongkar, dan dimana akibat perbuatan para 
Tergugat tersebut, Penggugat dirugikan 4 Rp.2.000. 
(Oon 3 

bahwa tanah yang dirampas secara melawan 
hukum tersebut adalah berukuran 3 x 42 meter yang 
melintang Timur ke Barat : 

bahwa kerugian Penggugat tersebut apabila 
kebun Penggugat tersebut akan menjadi/terbelah dua, 
sehingga tidak mungkin digunakan lagi lahan produk- 
si : 

bahwa berkenaan dengan itu agar para Tergu- 
gat dapat menghentikan perbuatannya yang berten- 
tangan dengan hukum tersebut, mohon kiranya Penga- 
dilan Negeri Bireun dapat memberikan putusan provi- 
S1 agar Tergugat menunda perbuatannya tersebut 
. hingga putusan ini menjadi kuat, dan bilamana tidak 
|diindahkan agar para Tergugat diberikan hukuman 
Tesis ganti rugi sebesar Rp.20.000,- perhari 


hingga para Tergugat menghentikan kegiatannya 





ataupun hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum 
yang tetap terhitung sejak perkara ini didaftarkan: 

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, 
Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bireun 
agar memberikan putusan sebagai berikut 


l, Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya 


1 





DALAM PROVISI : 

- Menghukum Tergugat untuk menunda pembuatan jalan 
tersebut sampai adanya putusan Hakim yang tetap : 

- Bilamana Tergugat-Tergugat ingkar janji tidak 


memenuhi putusan tersebut, mohon pula agar 


Tergugat-tergugat dihukum untuk membayar ganti 





rugi sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 
perhari terhitung sejak perkara ini didaftarkan 
Sampai dengan Tergugat menghentikan kegiatannya 
ataupun sampai keputusan ini mempunyai kekuatan 
hukum yang tetap : 

DALAM POKOK PERKARA : 


1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya : 
2. Menyatakan perbuatan Tergugat-Tergugat membuat 
jalan didalam kebun Penggugat tersebut adalah 
perbuatan melawan hukum : 
3. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar 
kerugian Penggugat atas pembongkaran dan pengru- 
sakan gudang Penggugat tersebut sebesar 
Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) : 
4. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar 
ongkos yang timbul dalam perkara ini : 
Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan 
Negeri Breuen tanggal 5 Nopember 1398 No.29/Pdt.G/. 
1998/PN.Bir. yang telah berkekuatan tetap tersebut 
adalah sebagai berikut 


DALAM PROVISI - 


- Menolak tuntutan provisi tersebut 


'/ 


DALAM POKOK PERKARA : 


1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian : 

2. Menyatakan bahwa M. Amin bin Hasan sebagai 
Tergugat II, dikeluarkan dari gugatan perkara 
ana. 3 

3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang mengklaim 
Jalan Desa selebar 2,60 meter dan panjang 36,10 
meter, tanpa seizin dari Penggugat adalah per- 
buatan melawan hukum 


1 


4. Menetapkan 


4. Menetapkan bahwa tanah objek terperkara dengan 
lebar 1,5 meter dan panjang 36,10 meter yang 
telah digunakan masyarakat sebelum dan setelah 
dikuasai Penggugat adalah sah menjadi Jalan 
Desa : 

55 Menyatakan perbuatan Tergugat dengan membongkar 
pagar dan gudang tanpa seizin Penggugat adalah 
perbuatan melawan hukum : 

6. Menetapkan ganti kerugian atas gudang yang 
dibongkar oleh Tergugat tersebut sebesar 
Rp. d3000 000 TAN juta rupiah) atau Tergugat 
membangun kembali gudang milik Penggugat terse- 
but diatas tanah yang sah milik Penggugat : 

Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian 

kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu 

juta rupiah) atau Tergugat membangun kembali 
gudang milik Penggugat tersebut diatas tanah 


yang sah milik Penggugat : 





Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara 
sebesar Rp.424.000,- (empat ratus dua puluh 
empat ribu rupiah) : 

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah 
mempunyai hukum tetap tersebut i.c. putusan Penga- 
dilan Negeri Breuen tanggal 5 Nopember 1998 No.29/ 
Pit.G/1998/PN.Bir. diberitahukan kepada Penggugat 
pada tanggal 5 Nopember 1998 kemudian terhadapnya 
oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya khusus, 
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 April 1999 
diajukan permohonan peninjauankembali secara tertu- 


lis di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireun tang- 


gal 24 April 1992, kemudian disusul dengan memori 


alasan-alasannya 


ce. . .- . 8s . . . - 








Ah “undang maka oleh karena itu formil dapat diterima 


alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan 
Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga j 
Menimbang, bahwa tentang permohonan penin- 
Jauankembali tersebut telah diberitahukan kepada 
pihak lawan dengan saksama pada tanggal 30 April 
1999, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya 
telah diajukan jawaban yang diterima di Kepanitera- 
an Pengadilan Negeri Bireun tanggal 22 Mei 1999 : 
Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai 
dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No.14 
Tahun 1985 permohonan peninjauankembali a gJUO 
beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam teng- 
gang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang - 
Menimbang, bahwa Pemohon peninjauankembali 
lah mengajukan alasan-alasan peninjauankembali 
yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut 
“ Bahwa putusan Pengadilan Negeri Bireuen telah 
terdapat kekhilafan Hakim dan adanya saling berten- 
tangan antara pertimbangan hukum dengan diktum 
putusan serta antara diktum dengan diktum lainnya, 
dengan alasan, yaitu sebagai berikut 
1. Bahwa Pengadilan Negeri Bireuen telah khilaf 
dengan tidak mempertimbangkan sama sekali atau 
tuntutan untuk mempertimbangkan Keputusan Presi- 
den R.I. No.55/1993 tentang Pengadaan tanah bagi 
pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum. 
Hal ini dapat dikatagorikan bahwa Pengadilan 
Negeri Bireuen telah menyalahi PERMA No... Tahun 


1980 Pasal 2 (d) : 


2. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri 





Bireuen (putusan halaman 21 alinea ke-2) adalah 
kekhilafan nyata terhadap fakta, karena jika T.5 
dikonfrontirkan dengan P.3 akan tampak dimana 
dalam P.3 sebelah Selatan tidak tersebut Lorong. 
Kekhilafan ini akan lebih jelas dan terang 
terlihat apabila dihubungkan dengan keterangan 
saksi, baik saksi Pemohon peninjauankembali/ 
Penggugat asal maupun saksi para Termohon penin- 
Jauankembali/para Tergugat asal. Bahwa saksi- 
saksi dimaksud menerangkan "Memang dahulu warga 
masyarakat sering mempergunakan tanah objek 
sengketa untuk lewat, tetapi bukan lorong resi, 
melainkan tanah milik almarhum Syeh Ramli H.U.". 
Sebenarnya keterangan saksi-saksi ini telah di- 
dengar oleh pertimbangan hukum Pengadilan Negeri 
Bireuen sendiri dalam perkara ini (putusan 
halaman 22 alinea ke-5). Dalam mana disebutkan 
"Sebelum dibeli oleh Pengugat, tanah obhek 
sengketa sering dilalui oleh masyarakat dan 
setelah dibeli oleh Penggugat Jalan tersebut 
dipagar". Disini dapat diambil fakta yuridis 
bahwa yang dipergunakan sebagai lorong/Jalan 
pintas oleh masyarakat adalah tanah milik almar- 
hum Syeh Ramli H.U., dapat disimpulkan pula 
tanah objek sengketa yang dibeli oleh Pemohon 
peninjauankembali/Penggugat asal melalui ahli 
waris almahum Syeh Ramli H.U. adalah bukan tanah 
dasar lorong, tetapi tanah kebun hak milik 
almarhum Syeh Ramli H.U., namun fakta yuridis 
ini telah diabaikan oleh Pengadilan Negeri 


Bireuen sehingga dapat dikatagorikan telah 


MmelanggAt "ee oa Bie 


melanggar Pasal 2 (f) PERMA No.1 Tahun 1980 
sehingga dapat dibatalkan kembali oleh Mahkamah 
Agung R.I. : 

Bahwa Pengadilan Negeri Bireuen dapat pula 
dikatakan telah melanggar Pasal 2 (£) PERMA No.1 
Tahun 1980 dalam perkara ini bila dilihat pada 
pertimbangan hukum dengan diktum putusan yang 
saling bertentangan : 

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya halaman 22 
disebutkan luas objek perkara adalah 2,60 meter 
Xx 36,10 meter yang dalam diktum putusannya 
dinyatakan perbuatan Tergugat yang mengklaim 
Jalan Desa selebar 2,60 meter dan panjang 36,10 


meter tanpa seizin Penggugat adalah perbuatan 


“GX melawan hukum (halaman 24 point 3). Namun dalam 
Va point 4 dinyatakan bahwa tanah objek terperkara 
AA Jhengan lebar 1,5 meter dan panjang 36,10 meter 


“yang telah digunakan masyarakat sebelum dan 


setelah dikuasai Penggugat adalah sah menjadi 
Jalan Desa. Jadi dalam hal ini Pemohon penin- 
Jauamkembali/Penggugat asal harus berpegang pada 
diktum yang mana ?. Sebenarnya kesalahan ini 
terjadi karena Pengadilan Negeri Bireuen telah 
melakukan manipulasi keterangan saksi Saifuddin 
bin Usman. Dalam keterangannya bahwa saksi 
menerangkan, benar ada diikhlaskan oleh Pemohon 
peninjauankembali/Penggugat asal seluas 1,5 
meter, tetapi yang di sebelah Selatan atau di 
pinggir kebun Pemohon peninjauankembali/Penggu- 
gat asal, bukan di bagian tengah seperti yang 


diambil sekarang, amun keterangan saksi ini 






tidak dikutip dengan sempurna oleh Pengadilan 
Negeri Bireuen. Sehingga keterangan saksi ini 
sebagaimana dikutip oleh Pengadilan Negeri 
Bireuen dalam putusannya halaman 14 dan 22 
alinea ke-2 adalah memutarbalikkan fakta. 
Kekhilafan ini juga dikatagorikan faktual atas 
Suatu putusan yang dalam satu segi telah menim- 
bulkan kerugian bagi Pemohon peninjauankembali/ 
Penggugat asal : 

Bahwa memang secara yuridis unsur-unsur penin- 
jauankembali dalam pemutarbalikan fakta atas 
keterangan saksi sangatlah tipis untuk dijadikan 
alasan peninjauankembali. Namun jika hal ini 


telah terjadi sehingga keadilan telah berpihak 


pada ketidak benaran, maka juga sangatlah tidak 


dil bila tidak dijadikan sebagai suatu pertim- 





bangan guna diterimanya peninjauankembali. Hal 
3d Ani semoga dapat menajdi suatu pertimbangan 


“yuridis dari segi penegakan hukum dimata pencari 


keadilan. Hal ini Pemohon peninjauankembali/ 
Penggugal asal utarakan karena pemutarbalikan 
fakta atas keterangan saksi oleh Pengadilan 
Negeri Bireuen dalam perkara ini, bukan saja 
terhadap keterangan saksi Saifuddin bin Usman, 
melainkan juga terhadap keterangan saksi Rusdi 
bin Syeh Ramli H.U. (anak pemilik dasar objek 
perkara). Dimana dalam keterangan saksi ini 
menyebutkan tipp-ex dalam P.3 dilakukan oleh 
penjual, padahal saksi ini juga menyebutkan 
tidak jadi dibuat lorong karena Orang-orang 


termasuk ayah saksi minta ganti rugi, berarti 


dasarnya Guo bae 
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dasarnya adalah tanah orang lain, bukan lorong : 
Bahwa lagi pula pertimbangan Pengadilan Negeri 
Bireuen dengan berpegang pada keterangan satu- 
Satunya saksi yakni Saifuddin bin Usman untuk 
menyatakan bahwa Pemohon peninjauankembali/Peng- 
gugat asal telah ikhlas 1,5 m x 36,10 m untuk 
lorong adalah tidak sesuai atau telah berten- 
tangan dengan hukum acara perdata yang berlaku, 
yakni satu saksi bukan saksi. Disini jelas 
terlihat kekhilafan faktual, lagi pula jika 
memang Pemohon peninjauankembali/Penggugat asal 
telah ikhlas, mengapa pula gugatan diajukan : 
5. Bahwa Pengadilan Negeri Bireuen telah salah 
» mempertimbangkan alat bukti surat, dalam hal ini 


“€sehubungan dengan dikabulkannya 1,5 m x 36,10 m 


, (sebagai lorong, padahal bila berpegang pada 





| Bikti P.3, T.5 dan T.7 yang menyebutkan sebelah 

“ #selatan (P.3 sebelum tipp-ex) dan Utara (T.5 dan 
T.7), maka panjangnya hanya 20 meter, bukan 
36,10 meter : 
Bahwa Pemohon peninjauankembali/Penggugat asal 
tidak pernah mengikhlaskan tanahnya sebagaimana 
diputuskan oleh Pengadilan Negeri Bireuen, hal 
ini terjadi karena kurang tanggapnya Pengadilan 
Negeri Bireuen saat memeriksa saksi Saifuddin 
bin Usman, oleh karena itu bila dirasa perlu 
mohon perintah pemeriksaan ulang atas keterangan 
saksi tersebut demi tegaknya citra hukum secara 
baik, benar dan kredibel : 

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan penin- 


jauankembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat 


mengenal ............. 


GD 


mengenai alasan-alasan ad.l, 2, 3 ,4 dan 5 


bahwa alasan-alasan tersebut diatas tidak 
dapat dibenarkan, sebab tidak memenuhi alasan- 
alasan peninjauankembali atas suatu putusan perdata 
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai- 


mana yang telah ditentukan dalam Pasal 67 Undang - 


Undang No.14 Tahun 1985 : 

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang 
dipertimbangkan diatas, maka permohonan peninjauan- 
kembali yang diajukan oleh Pemohon peninjauankemba- 
li : Jalaluddin Muhammad tersebut adalah tidak 


beralasan, sehingga harus ditolak : 


Menimbang, bahwa oleh karena permohonan 


APN peninjauankembali ditolak, maka Pemohon peninjauan- 







| “3 dari Undang-Undang No.14 Tahun 1985 


mbali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam 

| permohonan peninjauankembali ini : 

MN Memperhatikan pasal-pasal yang bersangkutan 
MENGADILI -: 

Menolak permohonan peninjauankembali dari 
Pemohon peninjauankembali : JALALUDDIN MUHAMMAD 
tersebut : 

Menghukum Pemohon peninjauankembali membayar 
biaya perkara dalam permohonan peninjauankembali 
ini ditetapkan sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima 
puluh ribu rupiah) : 

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusya- 
waratan Mahkamah Agung pada hari : KAMIS, TANGCAL 
31 JULI 2003 dengan Iskandar Kamil, SH., Hakim 
Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung 
sebagai Ketua Sidang, H. Sunardi Padang, SH. dan H. 


Parman Suparman, SH., MH., sebagai Hakim-Hakim 


Li 


Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk 
umum pada hari itu juga, oleh Ketua Sidang terse- 
but, dengan dihadiri oleh H. Sunardi Padang, SH. 
dan H. Parman Suparman, SH., MH., Hakim-Hakim 
Anggota dan Syaifoni, SH., MH., Panitera Pengganti, 


dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak. - 


Hakim-Hakim Anggota : Ketua : 
ttd. / ttd./ 

H. Sunardi Padang, SH. Iskandar Kamil, SH. 
CEd,/ 


H. Parman Suparman, SH., MH. 


Biaya-Biaya : 

Ll. Me CO raA Il, sesisaera Rp. 6.000,- Panitera Pengganti : 

2. Redaksi, LL... Rp. 1.000,- bed. 

3. Administrasi peninjauan- Syaifoni, SH., MH. 
kembali, .....c.c.ccco.... Rp.143.000, - 


Jumlah Rp.150.000, - 


AGUNG R.I. 





“S..Nfp.o40015551. 


